
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMORKEP. 33 /M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SEI-A.IN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA

MELALUI LELANG PADA KIMENTERTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa berdtsarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-

1 5/MK.6/WKN .07 /KNL.OI / 2022 tanggal 27 Januari 2022
Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah
dan/ atau BanSunan pada Kementerian Petencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Tanpa Melalui blang, telah disetujui untuk
dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa
melalui lelang;

b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Tanpa Melalui Irlang Nomor SP-

OO7 /SES/ 02/ 2022 tanggal 4 Februari 2022., telah dilakukan
perjanjian penjualan kendaraan peroranSan dinas tanpa
melalui lelang;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik
NeSara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa
Melalui lelang Nomor BA-001/BAST-BMN-FIL/O2/2O22
tanggal 74 Februari 2022, telah dilakukan serah terima
Barang Milik Negera kepada Pungky Sumadi, Jabatan Depun
Bidang Kependu dukan dan Ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbang an xbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan
Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P e t e nc anaan P e mb angtnan Nasional ;

e. bahwa ...
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bahwa berdasarkan pertimbang an *bagaimana dimaksud
dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentanS PenShapusan

Barang Milik Negara Selain Tanah dan/ atan Bangrnan
Bentpa Kendaraan PeroranSan Dinas Tanpa Melalui Lelang
padz Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaz'n Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentanS
Perbendaharaan NeSara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagairnan lelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021, tentanS Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tantbahan lrnlbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 67 36);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahw 2004 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Ne3ara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tefitang Tata
Cara Pelaksanaan An1garan Pend,apatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

4. Petalrtran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Petatutan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020;

5. Petaturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O1,9 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2O21,;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tent^ng
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahsn 2027 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/ 201,6

tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa

MenginSat

Kendataan ..-
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Menetapkan

Kendaraan PeroranSan Dinas Kepada Pengawai Aparatur
Sipil Negara, AnSSota Tentara Nasion al., Ataw Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui l.elang..

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.O6/ 2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 11/PMK.O6/2O16
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara sebagaimana telah dlrubah dengan Pera|:'llan
Menteri KeuanSan Nomor 165/PMK.O6/ 2021;

72. Perafifian Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahtn 2076 tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan,
Pelapotan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

13, Peratlran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangwan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENG}IAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

SILAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KXNDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG PADA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Selain Tanah
dan/ atau Bangunan berupa Kendaraan PeroranSan Dinas Tanpa
Melalui blang rebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini yang merupakanbagian yang ttdak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada

Diktum PERTAMA yaitu sebesar Rp466.0OO.O0O,- (empat ratus
enam puluh enam jttz rupiah) dengan nilai penjualan sebesar

Rp4O.20O.00O,- (empat puluh juta dua rahas ribu rupiah).

PERTAT\4A

KEDTIA

KETIGA : .. .
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KETIGA : Keputumn ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hulaun,

122-
RR Rita Erawati

Ditetzpkan di Jakarta
padA t^ngg l 3lMaret 2022

ttd.

Kendaraan



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN,/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 33,/M.PPN/HK,/03 / 2022
TANGGAL 3I MARETZOZZ

DAMAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANCAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

KEMENTERIAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(ode tsarant Nama 8aran8 NI]I'
'lltqqaal

Jumlah Noftor BPI(8
Nilai Peroleha

(Rp)
NilaiJuaL

(Rp)

l a II

l 3020I01001 Sedan 7 23/O9/ 2013 Toyota Camry 2.5C A/T I I r 7O0 fQA ( 06142936 2ARUO5045rl MR053AK50D,r503226 466.OO0.000 10.200.000

lo1AL I ,r66.OO0.000 10.200.o00

SUTIARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,
.'%--.- 4--

RR. Rita Erawati

ttd
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


